WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TET!GGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR : 64 TAHUlN 2023
TENTANG
EMPAT PILAR INSTRUMEN| KEARSIPAN

f WALI KOTA BAUBAU,

Menimbaﬁg :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46
Peraturan Pemerintadh Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan| Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu diberikan
arah dan landasan dadlam pengelolaan arsip;

b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang

: baik, dan meningkatkan kualitas pelayanan

publik, diperlukan S‘I.,Jllatu sistem kearsipan daerah

yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar
kearsipan;

c. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan
yang sesuai dengan |prinsip, kaidah dan standar
kearsipan maka Pengelolaan Arsip Daerah
disesuaikan dengan 4 pilar instrumen kearsipan,;

d. bahwa berdasarkan | pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Empat Pilar Instrumen Kearsipan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara
Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 93,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomorn 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor




41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah

tentang Pelaksanaan

Nomor 28 Tahun 2012
Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara

Republik Indonesia
Tambahan Lembaran
Nomor 5286);

Tahun 2012 Nomor 533,
Negara Republik Indonesia

|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun

2012 tentang Tata
Kementrian Dalam Ne

Kearsipan di Lingkungan
geri dan Pemerintah Daerah

sebagaimana telah Ediubah dengan Peraturan
. Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1953);

. Peraturan Arsip Nas1$na1 Nomor 47 Tahun 2015
! tentang Jadwal Retensi Arsip Nasional Republik
Indonesia (Berita egara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2({93);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
| 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis;

8. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 758);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri di Pemerintah Daerah
(Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022
Nomor 969);

10.Peraturan Menteri | Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 1 [Tahun 2023 Tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 144);

11

.Peraturan Daerah Kota

tentang Pembentukan d
Kota Baubau (Lembaras

Baubau Nomor 5 Tahun 2016
an Susunan Perangkat Daerah
n Daerah Kota Baubau Tahun

2016 Nomor 35); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota|Baubau Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau
Tahun 2021 Nomor 2).

|
’ MEMUTUSKAN:

|
Menetapléa.n:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG EMPAT PILAR
INSTRUMEN KEARSIPAN KOTA BAUBAU.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kota Baubau.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam
suatu sistem kearsipan daerah yang didukung oleh sumber daya
manusia, sarana, dan prasarana sertal sumber daya lainnya.

Arsip adalah rekaman kegiatan ataul peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dibu it dan diterima oleh lembaga
pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan,] dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip dinamis adalah arsip yang dlguﬂakan secara langsung dalam
keg1atan pencipta arsip dan disimpan ’selama waktu tertentu.

Arsip vital adalah arsip yang %(eberadaannya merupakan
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip,
tidak dapat diperbarui, dan tidak | tergantikan apabila rusak
atauhilang.

Arsip aktif adalah arsip yang frekueﬁsinya penggunaannya tinggi
dan/atau terus menerus.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya telah
menurun.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip
karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya,
dan berketerangan dipermanenkan lyang telah diverifikasi baik
secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan.

Arsip terjaga adalah arsip Negaria yang berkaitan dengan

keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang
harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori
arsip terjaga.
Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fung31 tugas,

dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip statis dan
pembinaan kearsipan. ,

Akses arsip adalah ketersediaan | arsip sebagai hasil dari
kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana
bantu untuk mempermudah penemuén dan pemanfaatan arsip.

Pen01pta arsip adalah pihak yang mempunya_l kemandirian dan
otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di
b1dan|g pengelolaan arsip dinamis.
Unit |pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang
mempunyal tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip
yang ' berkaitan dengan  kegiatan penciptaan arsip di
lingkungannya. |

l




17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Unit kearsipan adalah satuan kerja| pada pencipta arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
kearsipan.
Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang
meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,
pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta
media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan yang dibuat
dan atau dikeluarkan sebagai alat komunikasi kedinasan yang
dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di
lingkungan pemerintah daerah.

Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang
dari hasil pelaksanaan tugas dan’ fungsi Perangkat Daerah
menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

Klasifikasi Keamanan Arsip adalah Kategori kerahasiaan informasi
arsip berdasarkan pada tingkat |keseriusan dampak yang
ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan Negara,
masyarakat, dan perorangan.

Klasifikasi Akses Arsip adalah kategon pembatasan akses
terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi|tertentu.

Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan
mformam arsip berdasarkan Klasifikasi keamanannya.

Retens1 arsip adalah jangka wakiu penyimpanan yang wajib
dilakukan terhadap suatu jenis arsip. |

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah
daftaryang berisi sekurang-kurangnye'x jangka waktu penyimpanan
atauretensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi
tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai
kembali, atau dipermanenkan ya{ng dipergunakan sebagai
pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian
hukum dalam pengaplikasian empat pilar instrument kearsipan dan
penegakan Peraturan Perundang—Undanglan di bidang Kearsipan bagi
Perangkat Daerah dan pencipta arsip lalnpya di Daerah.

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

a.

Pasal 3

sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah
untuk menciptakan keseragaman dalam pengaplikasian empat pilar
instrument kearsipan;
terciptanya dan tersedianya arsip diseluruh perangkat daerah
dengan baik, benar, dan autentik dan terpercaya sebagai alat bukti
yang sah;

men_]amm terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang
ha.ndal

menjamm perlindungan kepentingan|daerah melalui pengelolaan
dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya,

menjamm keselamatan dan keam%nan arsip sebagai bukti

pertanggungjawaban dalam kehldupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara

menjamin keselamatan asset daerah; dan

* ‘o



meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan

pemanfaatan arsip yang autentik dan t

erpercaya.

h. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali

arsip;
di Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Empat Pilar Instrumen Kearsipan meliputs

a. Tata Naskah Dinas;
. Kode Klasifikasi Arsip;

mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan

b
c. Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Ar51p Dinamis;
d

. Jadwal Retensi Arsip.

BAB III

TATA NASKAH DINAS

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTI_:IK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum
! Pasal 5

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

a. Naskah Dinas arahan;

b. Naskah Dinas korespondensi;dan
c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua

Naskah Dinas Ar

Pasal 6

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimse
terdiri atas:

a. Naskah Dinas pengaturan

b. Naskah Dinas penetapan;dan

|
ahan

ksuid dalam Pasal 5 huruf a

c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 7

i
|
Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf a terdiri atas:
a. Perda;

b. Perkada;dan

c. Peraturan DPRD.

Pasal 8

Naskah Dinas penetapan sebagaimanall dimaksud dalam Pasal 6

huruf b terdiri atas:

Keputusan Kepala Daerah;
Keputusan DPRD;

Keputusan Pimpinan DPRD;dan

oo

Kepuitusan Badan Kehormatan DPRD.



Pasal 9

Susunan dan bentuk Naskah Dinas | pengaturan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Naskah Dinas penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 d1at[ur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

|
Pasal 10
(1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c terdiri atas:
a. surat perintah; !
b. surat tugas;dan ‘
c. surat perjalanan dinas. |

(2} Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa berisi
perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan
pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungs1

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi
tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah
pekexjaan sesuai dengan tugas dan fungsmya

(4) Surat perjalanan dinas sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf, ¢ merupakan dokumen yaqg diterbitkan oleh pejabat
pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas
pejabat negara, pegawai negeri, pegawal tidak tetap, dan pihak
lain.

Pasal 11

Susunan dan bentuk Naskah Dinas; penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari }Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ket1ga
Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 12 f

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b, terdiri atas:

a. korespondensi internal;dan ‘

b. korespondensi eksternal.

Pasal 13

Naskah Dinas korespondensi internal sebaga.lmana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
a. nota dinas;

b. memo;dan

c. disposisi.

Pasal 14

(1) Nota |D1nas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari
atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di
hngkungan internal Perangkat Daer

(2) Memo sebagaimana dimaksud da.laln Pasal 13 huruf b berisi
informasi kedinasan yang bersifat m'eng:ingatkan suatu masalah,
menyampaikan arahan, peringatan, |atau pendapat yang dibuat
oleh atasan kepada bawahannya. |

r
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(3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c
merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan
mengenai tindak lanjut/tanggap terhadap Naskah Dinas
masuk.

Pasal 15 }

Susunan dan bentuk Naskah Dinajs korespondensi internal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13:tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Wali Kota
ini, i

I Pasal 16

(1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.

(2) Susunan dan bentuk Naskah Dmas korespondensi eksternal
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota |ini.

Bagian Keempat
Naskah Dinas Khlisus

| Pasal 17

Naskah Dinas khusus sebagaimana dima:ksud dalam Pasal 5 huruf c,
terdiri atas: |

instruksi;
surat edaran,;
surat kuasa;
berita acara;
surat keterangan; '
surat. pengantar; |
pengumuman; '
laporan; !
telaahan staf; |
notula;
surat undangan;
surat pernyataan melaksanakan tugas;
surat panggilan; !
surat izin,; !
lembaran daerah;
berita daerah;
rekomendasi;
radiogram;
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
sertifikat;
piagam;dan
surat perjanjian. .

fepgurogopggTATTS@MOADR TR

Pasal 18

(1) Instruks1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berisi
penntah/ arahan Kepala Daerah |sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b
berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara
melaksanakan hal tertentu yang diaanap penting dan mendesak.

|
7 ‘




(3]

(4)

)

(6)

7

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c
berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya
untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka
kedmasan sesuai peraturan perundang- undangan.

Benta acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d
berisi pernyataan pelaksanaan kegla#an pada waktu dan tempat
tertentu yang ditandatangani oleh pal}a pihak.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e

berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan
kedinasan/tertentu. '

Surat pengantar sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 17 huruf {
berisi informasi yvang digunakan untuk menyampaikan barang
atau naskah. !

berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang

Pengumuman sebagaimana dlmaksjd dalam Pasal 17 huruf g
berwenang. |

Laporan sebagaimana dimaksud dalia.m Pasal 17 huruf h berisi
pembemtahuan tentang pelaksanaa,n kegiatan atau kejadian

tertentu I

Telaahan staf sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 17 huruf i
berisil analisis pertimbangan, pendapat dan saran secara
sistematis terhadap sesuatu pennasallaha:n yvang periu penjelasan
dari bawahan kepada atasan. |

Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j merupakan
catatan yang berisi proses sidang atau rapat.

Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k
berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal
Pemerintah Daerah, maupun pihak|eksternal yang tertera pada
alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf 1 berisi petnyataan dari pejabat yang
berwenang bahwa seorang pegawail te}ah melaksanakan tugas.

Surat panggilan sebagaimana dimakl ud dalam Pasal 17 huruf m
berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai
untuk menghadap. .

Surat izin sebagaimana dimaksud daﬂam Pasal 17 huruf n berisi
persetujuan terhadap suatu permohpnan vang dikeluarkan oleh
pejabat berwenang  sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Lembaran daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 17 huruf o
berisi penerbitan resmi Pen‘]lenntah Daerah untuk
mengundangkan Perda.

Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf p
ber131| penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk
mengundangkan Perkada dan Peraturan DPRD.

Rekm:nendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g
merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari
pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat
dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.




(18)

(19

(20)

(21)

(1)

(2)

Radiogram sebagaimana dimaksud |dalam Pasal 17 huruf r
merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah
dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu
yang qm melalui telekomunikasi elektronik.

Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf s‘ merupakan naskah dinas
sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah
lulus/mengikuti pendidikan dan pelatfhan tertentu.

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf t
merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti
seseorang telah mengikuti program/ kéglatan tertentu, antara lain:
penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop,
seminar, dan yang sejenis, r

Piagarln sebagaimana dimaksud délam Pasal 17 huruf u
merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas
prestasi yang telah dicapai ataul keteladanan yang telah
diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat
berwenang. !

Pasal 19

Surat' perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf v
berisi kesepakatan bersama tentang |objek yang mengikat antar
kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan
atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.

Susunan dan bentuk surat peljanjlan sebagaimana dimaksud
pada « ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 20

Format Naskah Dinas khusus sebaga.lmana dimaksud dalamPasal 17
huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum
|
|

Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

a.
b.

media rekam kertas;atau
media rekam elektronik.

I Pasal 22

Pembuatan Naskah Dinas dengan medis:L rekam kertas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dicetak menggunakan kertas
dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 23

Pembuatan Naskah Dinas dengan | media rekam elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menggunakan:

a.

aplikasi umum bidang kearsipan dinémis; atau

i



b. aplikasi pengolah kata atau data.

. Pasal 24

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana| dimaksud dalam Pasal 21
berisi unsur: !
kop; !
penomoran;
penggunaan kertas;
penggunaan tinta,
jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
penentuan batas atau ruang tepi;
nomor halaman;

tembusan;

lampiran;

paraf, tanda tangan, dan stempel;
amplop dan map;dan

Naskah Dinas bahasa asing.

CRTEFEMe A0 o

Bagian KeduaKop

Pasal 25

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:
a. kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah;dan
b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Pasal 26

(1) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang
dltandatangam oleh Kepala Daerah. |

(2) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala D erah sebagaimana dimaksud
pada' ayat (1) dapat digunakan| oleh penjabat, penjabat
sementara, pelaksana tugas, dan| pelaksana harian Kepala
Daerah.

Pasal 27

i I
Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani
oleh pejabat berwenang selain Kepala Dagrah.

Pasal 28

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 tercantum dalam lampiran yaJng merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.!
|

Bagian Ketigs.:1

Penomoran |

Pasal 29

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
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! Bagian Keempat Penggunaan Kertas
i Pasal 30

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c
yang d1gunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan
Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. T

Pasal 31 ‘

Kertas vyang digunakan dalam peﬁyusunan Naskah Dinas
penugasan, Naskah Dinas korespondensﬂ dan Naskah Dinas khusus
merupakan kertas jenis Houtvrij Schnlfpapzer (HVS), ukuran A4
dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2 kecuali
pada lembaran daerah dan berita daerah.

Pasal 32 !

Jenis, ukuran, dan gramatur kertaé yang digunakan dalam
pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan
memperhatikan ketahanan kertas.

! Bagian Kelima Pengguﬁaan Tinta

: Pasal 33 \

(1) Warna tinta yang digunakan dalam \ penyusunan Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d sebagai berikut:
a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarnahitam;
b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf
berwarna biru tua;
c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna
ungu;dan
d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat
rahasia, berwarna merah.
(2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta
yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau pigment durabrite.

Bagian Keenam
Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

Pasal 34

(1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan
huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. ‘

(2) Jarak spasi pada Naskah Dmés selain Naskah Dinas
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keserasian dan

estetika. i

Pasal 35

{1} Jenis| huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas
penetapan yaitu bookman old style dengan ukuran 12 {duabelas).

{2) Jenis| huruf dan ukuran pada Nask Dinas korespondensi dan
Naskah Dinas khusus yaitu Arial dengan ukuran 12 (duabelas).

11




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 36

Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai
tanda‘bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.

Kata penyambung sebagaimana dunaksud pada ayat (1) ditulis

pada: |

a. akhir setiap halaman;

b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman;dan

c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman
berikutnya.

Dalam pembuatan Naskah Dinas dqua.n media rekam elektronik

tidak mencantumkan kata penyambung
|

Bagian Ketu_]uh
Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 37

Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan
kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.

Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas

khusus diatur dengan ketentuan sebagal berikut:

a. Ruang tepi atas:
1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi

dibawah kop;dan
2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua)
;  cm dari tepi atas kertas.

b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima)cm dari
tepi bawah kertas; |

c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tlga) cm dari tepi kiri kertas;
dan

d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepikanan
kertas.

Bagian Kedelapan
Nomor Halaman

Pasal 38 |

Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g
pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.

Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam
Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus
ditempatkan pada bagian tengah atas secarasimetris.

i Bagian Kesemb ﬂan

Tembusan

Pasal 39

Temblusan sebagaimana djmaksudldalam Pasal 24 huruf h
disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yvang
dlanggap perlu mengetahui isi surat tersebut.

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat {l1) yang naskah
dinasnya ditandatangani oleh pej a‘tgat yang mengatasnamakan
disampaikan kepada pejabat yang di|atasnamakan.



(3)

(4)

()

(1)

()

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah
dinasnya ditandatangani oleh jaba pimpinan tinggi atas nama
Kepala Daerah, disampaikan kepada Kepala Daerah dan
Sekretaris Daerah.

Tembusan sebagaimana dimaksud ﬂ)ada ayat (1) yang naskah
dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama
Kepala Daerah berupa surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.

Tembusan sebagaimana dimaksud I‘)ada ayat (1) berada pada
posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda
baca titik dua (), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu
menambahkan kata sebagai laporan, érsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepul"uh
Lampiran
|

Pasal 40

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i
ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang
menandatangani Naskah Dinas.

Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki lebih dari satu hajaman, halaman berikutnya
diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Bagian Kesebelﬁs
Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 41

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

(1)

(2)

3)

(4)

(5

(6)

Pasal 42

Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan tanda
tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan
materi, substansi, redaksi, dan penge‘:tikan.

Paraf sebagaimana dimaksud pada a)ﬂpt (1) terdiri atas:
a. paraf hierarki;dan \
b. paraf koordinasi.

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah
pejabat penandatangan, terlebih ‘ dahulu diparaf sebelum
ditantliatanga_ni.

Nasks;ih Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan
menandatangani Naskah Dinas t?rsebut tidak memerlukan
paraf.

Fitur paraf dalam media rekam eléktronik, berbentuk catatan
riway;at Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan
penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.

Pemblubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat
pexjallanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.
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)

(2)

(3)

(1

(2)

(1)

)

3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 43

Paraf Ihierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat huruf
a merupakan paraf pejabat sestiai jenjang jabatan yang
dibubuhkan dalam bentuk matriks.

Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh Kepala Daera,h, Wakil Kepala Daerah,
Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris| DPRD, kepala dinas, kepala
badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus diparaf
terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara
berjenjang.

Paraf hierarki pada Naskah Dinas | penugasan, Naskah Dinas
korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada
lembar terakhir.

| Pasal 44

Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)
huruf b merupakan paraf pejabat sesuau substansi tugasnya atau
pejabat lain yang terlibat pada masmg— masing unit kerja yang
berbentuk matriks.

Naskah Dinas yang materinya salnlg;| berkaitan antar unit kerja,
diparaf oleh unit pengolah dan wunit lain yang terkait sebelum
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

Pasal 45

Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagau alat autentikasi dan
verifikasi atas identitas penandatangan serta keautentikan,
keterpercayaan, dan keutuhan informasi.

Tanda tangan sebagaimana d1maksud pada ayat (1) terdiriatas:
a. tanda tangan basah;atau J
b. Tanda Tangan Elektronik. |

Pemberian tanda tangan seb.':Lic,rajxnanza!~ dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 46

Tandatangan basah digunakan pada |[Naskah Dinas dengan media
rekam kertas.

Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan
media rekam elektronik.

Pasal 47

Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan
gelar.

|

Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas
penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas
khustis menggunakan gelar, keC’Lllali piagam, sertifikat, dan
surat| tanda tamat pendidikan dan peiatihan.

Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Kepala

Daerah, Wakil Kepala dan  Sekretaris Daerah

menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.
|




(4)

Penulisan nama penanda tangan

untuk penjabat, penjabat

semeritara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah

tidak ! menggunakan induk pegawai, dan

pangkat/golongan.

gelar, mnomor

Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana
harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk
pegawai, dan pangkat/golongan. |

(5)

i Pasal 48
Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan

bentuk kode quick response ya.rwlg disertai nama pejabat
penandatangan dan nama jabatan;

Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan

kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;

c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat
melalui aplikasi umum bidang kearsflpan dinamis, media daring
atau media luring; dan
menggunakan sertifikat elektrozlﬁk yang
penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 49
, |
Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam
kertas.

dibuat oleh

(1)

(2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan

pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

T

Pasal 50

Stempel terdiri atas: |

a. stempel jabatan Kepala Daerah; :

b. stempel Perangkat Daerah;

c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan
umum daerah;dan

d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 51

Bentuk dan ukuran stempel tercantlm dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari|Peraturan Wali Kota ini.
|

Bagian Keduabellas
Amplop dan Map

Pasal 52

Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Kepala Daerah;dan
b. Amplop Naskah Dinas Perangkat|Daerah.

Bentuk Amplop Naskah Dinas| yang digunakan untuk
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas
berbentuk persegi panjang.

(1)

(2)
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(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Ukuran amplop yang digunakan unfuk pendistribusian Naskah
Dinas| dengan media rekam kertas |dapat disesuaikan dengan
kebutuhan sesuai dengankepentingan Pemerintah Daerah.

Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a menggunakan kertas warna putih.

Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf b menggunakan kértas warna coklat.

| Pasal 53

|
Pada l’:\mplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim
dan alamat tujuan.

Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan,
alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan
nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan
kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas
Jabatan Kepala Daerah.

b. logo daerah berwarna dan nama Pemenntah Daerah, nama
Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi
dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor
telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian
tengah atas untuk amplop Naskalrl Dinas Perangkat Daerah.

Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas PerangkatDaerah
antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama
Perangkat Daerah adalah 3:4 dengan:-menggunakan huruf Arial

Pasal 54

Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k terdiri atas:
a. miap Naskah Dinas jabatan; dan
b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat disesuaikan
dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan tiap Pemerintah
Daerah.

Pasal 55

Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. map Naskah Dinas Kepala Daerah; dan

b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.

Map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas
dan tulisan Kepala Daerah menggunakan huruf Arial dengan
ukuran disesuaikan dan d1tempatkaTn pada bagian tengah atas
secara simetris.

Bentl.llk dan susunan map Naskah Dinas Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah
Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat |(1] huruf b tercantum dalam| lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Bagian Ketigabel
Naskah Dinas Bahas

Pasal 56

(1)
Peraturan Wali Kota ini.

(2)

asing.

BAB V

Naskah Dinas dapat disusun dal:
mengacu pada format Naskah Dinas

Penyebutan nama daerah tidak diter

as

a Asing

am bahasa asing dengan
sebagaimana diatur dalam

jemahkan ke dalam bahasa

PENGAMANAN NASK[-\H DINAS

Pasal 57

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit
a.
Dinas;

perlakuan terhadap
keamanan dan akses yang meliputi:
1. pemberian kode derajat klasifika
2. pemberian nomor seri pengaman

b.

Pasal 58

Dalam rangka pengamanan Naskah
elektronik, aplikasi umum bidang kears
pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 59

Kategori klasifikasi keamanan untuk Nasl
a. sangat rahasia;

b. rahasia;
c. terbatas; dan
d. biasa/terbuka.

Pasal 60

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan

dalam Pasal 59 disesuaikan dengan
Naskah Diinas

Pasal 61

(1} Hak akses terhadap Naskah Dinas

Penentuan kategori klasifikasi kea1

Naskah Dina

<

si keamanan danakses; dan

memuat:
nmanan dan akses Naskah

s berdasarkan klasifikasi

tau securityprinting.

inas pada media rekam
ipan dinamis memuat fitur

ctah Dinas terdiri atas:

sebagaimana dimaksud
kepentingan dan substansi

yvang berklasifikasi sangat

rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak

vang berwenang.

Hak | akses terhadap Naskah |
biasal/terbuka diberikan kepada piha

(2)

17

Dinas
k terkait.

yvang Dberklasifikasi




| Pasal 62

(1) Naskah Dinas dengan media rekam Kertas diberikan kode derajat
pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas
Naskah Dinas. |

|
(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan
sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap
dua.

|
|
| Pasal 63

Naskah Dinas dengan media rekam | elektronik yang memiliki
klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat
menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan
teknologi.

|
I Pasal 64

Kode der:ajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan
menggunakan tinta warna merah; .

b. Naskah Dinas rahasia diberikan koae ‘R’ dengan menggunakan
tinta warna merah; '

¢. Naskah Dinas penting diberikan kode ‘I’ dengan menggunakan
tinta hitam; dan |

d. Naskah Dinas biasa diberikan kode‘ ‘B’ dengan menggunakan
tinta hitam. |

Pasal 65 |

1 |

|
Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security
printing sebagaimana dimaksud dalam | Pasal 57 huruf b angka 2
memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan
informasi pada Naskah Dinas.

! Pasal 66

|
Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau security
printing sebagaimana dimaksud dalam Pé.sal 65 diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

| BAB VI
!  PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 67

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak,
kewajiban, dan tanggung jawab yang ada padaseorang pejabat
untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan
kewenangan pada jabatannya. Lh

(2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala Daerah
berlaku mutatis mutandis bagi pe::!ljabat, penjabat sementara,
pelaksana tugas, dan pelaksana hari%nn sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(3)

(1)

(2)

| .
Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah Dinas

tercantum dalam Lampiran yang| merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

| Pasal 68

Pejab.lat Pemerintah Daerah dapat| melimpahkan kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas ke]_:‘)ada pejabat di bawahnya.

Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terp1sahka.n dari Peraturan Menteri
ini.

BAB VII
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

‘ Umum i

Pasal 69 1

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiTthan:

a.
b.

pengendalian Naskah Dinas masulk; dan
pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua
Pengendalian Naskah Dinas Masuk

! Pasal 70 l

Pengendaha_n Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima
dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan
sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola.

unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah
Dinas dan arahan pimpinan;dan

unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga
Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 71 ‘

Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam

Pasa_l 69 huruf b dilaksanakan melahfu tahapan sebagai berikut:

a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat
ylang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit
tata usaha pada masing-masing unit kerja; dan

b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan
pada unit tata usaha dan unit pengelola.

Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah
atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.
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i
(3) Untuk mempercepat penyampaia
menambahkan tanda untuk perhatia:
nama jabatan yang menindaklanjuti

n tujuan surat, dapat
n yang disingkat u.p. diikuti
dibawah nama jabatan yang

d1tuJu
BAB VIII
KODE KLASIFIKASI ARSIP (KKA)
Pasal 72
(1) Kode !Klasiﬁkasi Arsip di Lingkung Pemerintah Kota Baubau
merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka

pengelolaan arsip dinamis.

(2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan tugas
dan fungsi pencipta arsip yang meliputi: |
a. fungsi fasilitatif; dan
b. fungsi substantive.

(3) Fungsi. fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan kegiatan yang mengha silkan produk administrasi atau
penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Perangkat
Daerah.

(4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi keglatan pokok Pencipta Arsip yang
membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lainna.

(5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasiﬁliasi Arsip berupa angka.

(6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaks ‘d pada ayat (5) berfungsi sebagai
dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan
kembali arsip.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode
dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota i

I
!

Pasal 73

(1) Kepala 'Perangkat Daerah bertanggung jawa

Klasifikasi Arsip sebagaimana
ampiran yang merupakan bagian
i.

b menyelenggarakan penyusunan

Klasifikasi Arsip berdasarkan klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 72 ayat (2).

(2) Penyusunan Klasifikasi
dilaksanakan oleh sekretariat atau unit kerj

BAB IX
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DA

Pasal 74

Arsip sebagaimgn

a dimaksud pada ayat
kearsipan.

(1)

N AKSES ARSIP DINAMIS

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Ketamanan dan Akses Arsip

Dinamis, imeliputi:
(1) sistem klasifikasi keamanan dan akse
(2) penga#uran akses arsip.

Pasal 75

(1) Asas klasifikasi keamanan dan akses
dengan menerapkan asas gabungan. |
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(2) Asas gabungan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan
melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi
dalam pelaksanaan pengolahan arsipidinamis.

' Pasal 76 |
{1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan
ketentuan sebagai berikut: |

a. arsip yang tercipta pada instansi pq‘ncipta dapat diklasifikasikan
menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;

b. Arsip yang informasi di dalamnya dianggap tidak akan memiliki
dampak merugikan perseorangan, lembaga dan atau Negara
digolongkan dalam Kklasifikasi Biasa (B);

c. Arsip yang informasi di dalamnya, apabila diketahui oleh pihak
yang tidak berhak dianggap dapat mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dan Negara digolongkan
dalam klasifikasi Terbatas (T);

d. Arsip yang informasi di dalamnya, apabila diketahui oleh pihak
yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi
penyelenggaraan negara, sumber daya mnasional, ketertiban
umum, termasuk dampak ekonomi makro serta akan
menimbulkan kerugian yang | serius terhadap privacy,
keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak
kemitraan dan reputasi digolongkan dalam klasifikasi Rahasia
(R); |

e. Arsip yang informasi di dalamny‘a, apabila memiliki dampak
vang dapat menimbulkan kerugian‘ yang sangat serius terhadap
keamanan nasional digolongkan dalam klasifikasi Sangat
Rahasia (SR; dan :

f. Informasi dalam arsip dengan kla.lsifikasi Terbatas (T), Rahasia
(R) , dan Sangat Rahasia (SR) termasuk dalam informasi yang
dikecualikan.

(2) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip menggunakan
sarana perangkat keras dan perangkat lunak.

(3) Perangkat keras sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:

a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filling
cabinet/rak arsip untuk menyimphn arsip biasa/terbuka, dan
brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat
rahasia;

b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip
sesuai dengan tingkat klasifikasi iqformasi;dan

¢. prasarana berupa ruang penyimpapan vang representatif sesuai
dengan tingkat klasifikasi informasi.

(4) Perangkat lunak sebagaimana tersebui pada ayat (2) meliputi:

a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;dan

b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan: inaktif.

PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 77

(1} Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
huruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.

(2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
a. pengguna internal yang ada di insténsi; dan
b. perigguna eksternal di luar instansi.
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Pasal 78

(1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2)

terdiri | dari:

a.

penentu kebijakan yang mempunyal kewenangan untuk
mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya,

dengan ketentuan sebagai berikut : |
1. mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip

yang berada di bawah kewenangannya;

2. pimpinan tingkat tinggi yaltu‘ Sekretaris, Kepala Bldang,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai
kewenangan untuk mengakses arsip di bawah
kewenangannya, namun tidak |diberikan hak akses untuk
informasi yang terdapat pada 'pimpinan level tertinggi dan
yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali
telah mendapatkan izin; dan [

3. pimpinan tingkat menenga_h yditu Kepala Sub Bidang, Sub
Baglan vang mempunyai kev(fenangan untuk mengakses
seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak
diberikan hak akses untuk 1lnforma31 yang terdapat pada
p1mp1nan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu
level di luar unit kerjanya kecua!h telah mendapatkan izin.

pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan
pegawai yang mempunyai kewtranangan untuk mengakses
seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan
tJngkat klasifikasi biasa, tetapi tlda_k diberikan hak akses untuk
arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat
raha51a yang terdapat pada impinan tingkat tertinggi,
pn:npman level tinggi, pimpinan leyel menengah, dan yang satu
tJngkat di atas unit kerjanya kec ali telah mendapatkan izin;
dan

pengawas internal mempunyai ke!,wenangan untuk mengakses

seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka
elaksanakan fungsi pengawase'pn internal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-uhdangan, seperti pengawasan
yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Baubau.

(2) Pengguna eksternal sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 77 ayat (2)
huruf b terdiri dari:
d. pubhk yang berhak, mempunyai hbk untuk mengakses seluruh

e.

arsip dengan kategori biasa / terbuka;

pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh
arsip pada pencipta arsip dalam trangka melaksanakan fungsi
pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Pexlnenksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan
Pembangunan, dan

aparat penegak hukum mempunyeil hak untuk mengakses arsip
pada pencipta arsip vang terkait Hengan perkara atau proses
hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka
melaksanakan fungsi penegakan hukum, seperti ketika pihak
per egak hukum.

Pasal 79

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
(1) disusun dalam daftar arsip dinamﬂs dengan rincian tercantum
dalam Lampiran yang merupakan ba1glan tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal 80

(1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan
informasi arsip.

(2) Pengamanan fisik dan informasi axi'sip dalam ayat (1) secara
keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan
kamera pengawas, kunci pengamanar|i ruangan dan media simpan
arsip. |

(3) Pengamanan fisik dan informasi arsip | sebagalmana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kategori arsip biasa/umum /terbuka disimpan pada rak besi;
b. kategori arsip terbatas disimpan pada filling cabinet; dan
C. kategon arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari
besi. |

4 Pengamanan fisik dan informasi arsiplsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penciptaan daftar ar51p terbatas dan daftar arsip
rahasia. |

(5) Pengamanan fisik dan informasi arsip! sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis 'dan/ atau petugas kearsipan
yang !diberi kewenangan dan tan gung jawab mengelola dan
mengamankan fisik serta informasi arsip.

BAB X
JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 81

Jadwal Reten51 Arsip (JRA) memuat:
a. Jenis Ar31p Substantif; |
b. Retensi; dan |
c. Keterangan. i

Pasal 82

(1) Jenis |Arsip Substantif sebagaimana| dimaksud dalam Pasal 81
huruf|a meliputi:
a. Jenis Arsip Urusan Kearsipan meh‘puti:
1. Kebijakan;
2. Pembinaan Kearsipan; dan
3. iPengelolaan Arsip.
b. Jenis Arsip Urusan Perpustakaan belipuﬁ:
1. [Kebijakan Perpustakaan; I
2. [Pengembangan Bahan Pustaka Dan Jasa Informasi;
3. [Sumber Daya Perpustakaan. |
c. Jenis Arsip Urusan Penanaman Modal meliputi:
Kebijakan; |
Perencanaan Penanaman Modal;
Pengembangan Tklim Penanaman Modal;
Promosi Penanaman Modal;
Kerjasama Penanaman Mod Bilateral Dan Multiteral,
Regional Serta Dunia Usaha Internasional;
6. |Pelayanan Penanaman Modal; dan
7. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
d. Jenis arsip Urusan Perencanaan Pembangunan meliputi:
1. Perumusan kebijakan;
2. Musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang;

Gk wbhe
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

3. Perencanaan pembangunan kementerian atau lembaga;
4. Koordma31 dan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
5. Ak31 strategis nasional; dan
6. Perencanaan pendanaan pembanhgunan.

e. Jen'1s arsip Urusan Lingkungan Hnﬂup meliputi:

1. Kebijakan; ‘
2. Tata lingkungan,
3. Pengendalian pencemaran ]Jngklhngan,
4. Pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahaniklim;
5. Pengolahan bahan berbahaya dan beracun (b3), limbah dan
sampah
6. Huku_m lingkungan;
7. Komumka31 lingkungan dan pern I1berd:s:13n‘:har1 masyarakat; dan
8. Pembmaa.n sarana teknis lingkungan dan peningkatan
Ikapasﬁas
f. Jenis arsip Urusan Perhubungan meliputi:
1. Kebijakan;
2. Perhubungan darat;
3. Perhubungan udara;
4. Perkeretaap1an, dan
5. Penerangan Jalan Umum.
g J er;lis arsip Urusan Hukum meliputi
1. Kebijakan peraturan perundang-undangan;
2. Pembentukan peraturan perundbng—undangan / regeling;
3. Pembentukan Keputusan/ keteta‘tpan (beschikking);
4, Pubhka31 peraturan daerah dan peraturan wali kota;
5. Kerja sama hukum;
6. Dokumentasi hukum;
7. Persidangan;
8. Eksekusi; dan
9. Bantuan / konsultasi hukum / advokasi.

Jenis ' Arsip Subtantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam lampiran yang | merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 83

Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b
dltentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.

Dalam rangka menentukan Reten51 Aktif dan Retensi Inaktif

d1laksanakan berdasarkan kriteria sel?agau berikut:

a. Retens1 Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk
kepentmgan di unit pengolah; dan|

b. Reten31 Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk
kepentmgan unit kerja terkait dan kepentingan perangkat
daérah.

Reten51 Aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan di registrasi
hlngga pokok masalah pada naskah selesai diproses.

Retensi Inaktif dihitung sejak arsip Seﬂessu masa simpan aktifnya.

Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
da.lam} lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal 84

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud

memuat rekomendasi yang menetapkal

kembah atau dipermanenkan.

(2) Rekomendasi yang dituangkan

penetapan suatu jenis arsip dimusns

dalam Pasal 81 huruf c
mn arsip dimusnahkan, dinilai

alam keterangan tentang
kan, dinilai kembali dan

dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

a. Keterangan Musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi
arsip tersebut tidak memiliki nilai guna

Ket'erangan Dinilai Kembali ditentukan pada arsip yang

dla_nggap berpotensi men1mbu1kan| sengketa atau perselisihan;

b.
da_n
C.
nilai guna kesejarahan.
Pasal 85
Setiap Ar

dan fungsinya yang dituangkan dalam
sebagaim

Keterangan Permanen d1tentukanl apablla dianggap memiliki

sip Substantif ditentukan reteqsmya atas dasar nilai guna
Jadwal Retensi Arsip sesuai

ana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI

Pembinaan
Pasal 86
(1)

Pemblnaan penggunaan
berlkut

a. Dalam hal yang berkaitan den

Tata nas

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

kah Dinas adalah sebagai

gan pengelolaan, dan tata

kears1pan dilakukan oleh Dinas yang membidangi kearsipan;

b. Dalam hal yang berkaitan dez
dﬂakukan oleh Dinas yang m

mformatlka

(2) Pembinaan atas penyelenggaraan Klas
a. pelaksanaan pendampingan, sosial
b. pelaksanaan pelatihan teknis kepac

c. mohnitoring dan evaluasi.

(3) Pembenaan sebagaimana dimaksud

1gan aplikasi dan jaringan
embidangi komunikasi dan

ifikasi Arsip meliputi :
isasi dan publikasi;
la petugas kearsipan;dan

lpada. ayat (1) dilaksanakan

oleh Dinas Perpustakan dan Kearsipan.

Pelaporan
Pasal 87

Wali Kola melalui perangkat daerah
kears'.lpan melaporkan pelaksanaan emp;

yang membidangi urusan
at pilar instrument kearsipan

d111ngkunlgan pemerintah daerah kepa.da gubernur selaku wakil

pemer]ntah pusat didaerah.
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BAB XlII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
|

Agar seﬁaf) orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

|
| |
\ |
| t
| |
i |

| | Ditetapkan di Baubau
 pada tanggal, 23 JuL; 2023

| [ WALI KOTA BAUBAU,

ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau :
pada ta;tnggal, 2 Jupr 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH 'r— —
KOTA BAUBAU, PARAF KOORDINAS] ¢
| NO. | IHSTAMSUNIT KERJA § PARAF |
‘ 1§ DA
C (! 2 faerey [ |0
fmp >_1ia - PeppuCTAALy
4. | lroar
SITTIMMUNAWAR . HOROH

BERITA Dﬂ:&ERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR ..64
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